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SDM APARATUR SIPIL "‘62'A RA YANG UN
' RAKTER UNTUK INDO ES A MAJU”




PENGANTAR (2/2)

1. PERAN DAN TAN G GUNG ]AWAB WIDYAISWARA YANG MAKIN TINGGI:
\

a. Lembag\Bﬂdats\e]mgm?chnostructure Unit (center of excellent).

—_—

Bukan pada unit tehnis lagi &S
\'\ .

b~ASN Smdr%over staff &1 under stéff |
\ \

2. Peran Bendahgr\aUmum egara\(BUNa\Penguatan Daerah dan Desa

3. RPJMN - RPJMD - RPJM Desa; RKP — RKPD - RKP Desa_ :

/

4. Penyederhanaan Eselon III dan IV
/ —~— S
5. Wldyalswaraﬁebagal Profes1

6. Dstnya —




TUGAS DAN TANGGUN
JAWAB MPK

1.

2.

}

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN KEPAD 1

- GCG, HUKUM/LEGAL DAN ADVOKASI “ k )

- KERJASAMA DAN KEMITRAAN DALAM DAN LUAR ]

- KELANCARAN ORGANISASI

MENEGAKKAN KODE ETIK ORGANISASI DAN

VALUES STATEMENT, ORGANIZATI |
CODE OF ETHICAL CONDUCT.

REKOMENDASI KE DPP UNTUK KEADAAN LU
KEPENGURUSAN DPP IWI \

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PERSﬁTU]UA])T PE
BIASA APABILA KETUA UMUM BERHALANGAN TETf&P

NG




LEGALITAS

BANTUAN: KEUANGAN, KEMUDAHAN TARIF,
HIBAH ASET DAN KERJASAMA




ASPEK ORGANISASI

Section 1: GCG Section 2 : SOP dan REPORTING
1. GARIS KOMANDA TEGAK LURUS KE KETUA 1. SEGERA SUSUN SOP ORGANISASI YANG
UMUM, TIDAK BOLEH ADA KEGIATAN MENYELURUH: PUSAT DAN DAERAH

ORGANISASI TANPA MELALUI KETUA UMUM 9 PELAPORAN AKTIVITAS ORGANISAS| —
2. BANGUN INTERNAL CONTROL : KEUANGAN, PUSAT DAN DAERAH

ASET, PROJECT DLL 3. PELAPORAN ASET ORGANISASI
3. PRINSIP GCG PENUHI:, AUDITABILITY, 4 PELAPORAN KEUANGAN

AKUNTABILITY, DISCLOSURE DAN
TRANSPARANSI, NOTULENSI WAJIB DIPENUHI
OLEH SEMUA : KESEKJENAN, BIDANG-BIDANG,
DAN WILAYAH-WILAYAH

4. MITIGASI SEMUA JENIS RESIKO

DLL
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Program Kerja (1/2)

1.

Ikuti arah rencana pembangunan Nasional dalam RRdMIN V&= “\_U;”A; LRPIM
serta RKP — RKPD — RKP Desa. Termasuk peran Bendasa | QurhNegara

Sesuaikan dengan Tusi Widyaiswara yaitusmelaksanakan penge@;@,@@mzﬁaﬁﬁd&t}mﬁe‘tensi |
dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN pada‘lLembaga Pelatihan Instansi .«
Pemerintah”. Kompetensi Tehnis, Manajerial dan Sosio Kultural H N

Disiplin pada Tugas masing-masing Bidang, Wilayah. Jangan ada interseksi/overlap yang
terlalu lebar

Dalami secara up to date keunikan tugas masing-masing bidang
Ukur capaian kinerja secara berkala
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Program Kerja (2/2)

A!a_\\-

1

ﬂ
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENS| WIDYAISWARA 1 .
BIDANG STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI J Ll
BIDANG KERJA SAMA e
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBAN gtmmm-y#b 1“,",,",,% —
BIDANG BANTUAN H }UM#QNSUHASW@VOKASI | H
BIDANG KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI
BIDANG DIKJARTIHASN BERKARAKTER
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGUATAN IWI KL DAN DAERAH

=%
————ea

N\

| ==

Eﬂx U T Vi

I}y \1\

o mLokr Ly oom ke o —




PESAN KHUSUS

1. PATUH PADA HUKUM

IPIL NEGERA - WAJIB MENDUKUNG DAN
MEMPERKUAT KEBIJAKAN PEMERINTAH

1 RTULIS ATAU WEB, WAJIB DI VERIFIKASI
SESL Al TUS| WIDYAISWARA DAN HARUS ADA YANG
‘ BERTANGGUNG JAWAB
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